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Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Anugerahnya kami 

dapat menyusun laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Namlea untuk yang 

Tahun 2022. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 ini dibuat berdasarkan surat 

Sekretaris Mahkamah Agung nomor: 173/SEK/SK/1/2022 dan Surat Ketua Pengadilan 

Tinggi Ambon nomor: W27-U/2340/OT.01.1/12/2022 tanggal 19 Desember 2022  perihal 

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022. 

Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini kami susun untuk yang pertama kali sebagai 

bentuk dan gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan yang meliputi kegiatan penyelesaian 

perkara maupun kegiatan administrasi pada Pengadilan Negeri Namlea selama Tahun 

2022. Laporan ini memuat hasil kinerja dari manajemen perkara, administrasi umum dan 

sumber daya manusia dalam rangka upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 

Kami menyadari bahwa laporan ini masih mengandung kelemahan dan kekurangan, 

oleh karena itu saran, masukan maupun petunjuk sangat kami harapkan untuk perbaikan 

laporan pelaksanaan kegiatan di tahun yang akan datang. 

Terima Kasih. 

 

KETUA PENGADILAN NEGERI NAMLEA 
 
 
 
 
 

ZAMZAM ILMI, S.H 

NIP. 19731114 200502 1 001 

 

 

 

 



 

2 

 

DAFTAR ISI 
  
 HAL 
KATA PENGANTAR .......................................................................................................................................  1 
DAFTAR ISI .......................................................................................................................................................  2 
BAB I  PENDAHULUAN ……………………………………………………………………………………… ....  4 
BAB II  A.   KEADAAN PERKARA  ...........................................................................................................  7 

- KEADAAN PERKARA TINGKAT PERTAMA .............................................................  8 

- KEADAAN PERKARA TINGKAT BANDING ..............................................................  8 

- KEADAAN PERKARA TINGKAT KASASI ...................................................................  8 

- KEADAAN PERKARA TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI  .................................  8 

B. PENYELESAIAN PERKARA. ..............................................................................................  9 

- JUMLAH SISA PERKARA DIPUTUS  ............................................................................  9 

- JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU  .........................................  9 

- JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING,  

KASASI DAN PK  .................................................................................................................  9 
- JUMLAH PERKARA PERDATA YANG BERHASIL DIMEDIASI  .........................  10 

- JUMLAH PERKARA ANAK YANG BERHASIL MELALUI DIVERSI  ...................  10 

A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN)  .............  10 

- POSBAKUM (YANG MENDAPAT ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN)  ......  11 

- SIDANG KELILING / PELAYANAN TERPADU  .......................................................  11 

BAB III  SUMBER DAYA MANUSIA KOMPOSISI SDM BERDASARKAN KEPANGKATAN / 
GOLONGAN / PENDIDIKAN………….. ......................................................................................................  14 

- MUTASI..................................................................................................................................  17 

- PROMOSI ..............................................................................................................................  17 

- PENSIUN  ..............................................................................................................................  17 

- DIKLAT (SDM TEKNIS/NON TEKNIS YANG TELAH MENGIKUTI DIKLAT   18 

BAB IV  PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI 
INFORMASI  ......................................................................................................................................................  19 

A. PENGELOLAAN KEUANGAN  ..............................................................................................  19 

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA  ..............................................................  22 



 

3 

 

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI  ...................................................................  28 

- IMPLEMENTASI E-COURT DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM ......................  28 

- IMPLEMENTASI SIPP DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM ..........................  28 

BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK 
- AKREDITASI PENJAMINAN MUTU  .................................................................................  30 

- PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)  .............................................................  30 

- INOVASI PELAYANAN PUBLIK  .........................................................................................  31 

BAB VI PENGAWASAN 
A. INTERNAL  .................................................................................................................................  33 

B. EVALUASI  ..................................................................................................................................  33 

BAB VII  PENUTUP 
A. KESIMPULAN  ...........................................................................................................................  35 

B. REKOMENDASI  .......................................................................................................................  36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

 

 

 

 

 

 

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN 

 

          Sesuai dengan TAP MPR No. IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara ditegaskan 

bahwa Sasaran Bidang Hukum adalah terwujudnya sistem Hukum Nasional yang menjamin tegaknya 

supremasi Hukum dan hak asasi manusia berdasarkan keadilan dan kebenaran, maka Akuntabilitas 

Kinerja Pemerintah guna menciptakan Good Governance dalam penyelenggaraan ketata 

pemerintahan sangat urgent untuk di kedepankan sehingga praktek peradilan dan penampilan 

(performance) peradilan akan semakin tertib, handal, jujur, berwibawa dan bermartabat di mata 

publik secara gamblang/transparan. Hal ini terdorong oleh karena adanya tuntutan publik akan 

kemandirian Hukum, keadilan, serta supremasi hukum di negara ini.  

 

Kekuasaan Badan Peradilan adalah Kekuasaan Negara yang merdeka dalam menjalankan 

kekuasaan Kehakiman demi penegakan Hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 

Kekuasaan tersebut oleh UUD 1945 diberikan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, 

beserta badan-badan Peradilan yang ada di bawahnya, di antaranya adalah Badan Peradilan Umum 

yang pada tingkat pertama dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri. 

 

Pengadilan Negeri Namlea Kelas II dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik 

Indonesia  Nomor : 14 tanggal 26 April 2016 yang merupakan salah satu Peradilan Umum yang 

berada di bawah Pengadilan Tinggi Ambon,  mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, dan 

mengadili perkara pada tingkat pertama sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor  2  Tahun 

1986 dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, 

dengan wilayah hukum meliputi Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. 

 

 

P E N D A H U L U A N 
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B.  VISI  DAN  MISI 

 

1.  V i s i 

       Visi Badan Peradilan adalah  :  

        “ Terwujudnya Pengadilan Negeri Namlea yang Agung “. 

 

2. M i s i  

Misi Badan Peradilan  

Untuk mewujudkan Visi tersebut dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Badan Peradilan 

di Indonesia, maka Misi yang merupakan gerakan moral dan komitmen bersama dalam upaya 

mencapai tujuan dan sasaran organisasi adalah:  

  

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Namlea; 

2. Memberikan pelayaan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan; 

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Namlea; 

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Namlea; 

 

C. RENCANA STRATEGIS 
 

Sebagai implikasi dari Visi dan Misi tersebut di atas, diperlukan suatu Rencana Strategis (Renstra) 

yang bermuatan kebijakan starategis, kebijaksanaan, program kerja dan kegiatan tahunan  yang 

disusun dan ditata secara sistematis, terarah dan berkesinambungan dengan tetap memperhatikan 

faktor internal maupun eksternal organisasi yang berfungsi sebagai acuan dan pedoman kerja 

maupun sebagai bahan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah terlaksana guna 

penyempurnaan program selanjutnya agar tepat guna dan tepat sasaran. 

Sesuai dengan tuntutan publik terkait dengan Supremasi Hukum maka dalam pelaksanaan tugas dan 

tanggung jawab Pengadilan Negeri Namlea Kelas II, perlu adanya suatu Rencana Strategis yang baik 

sebagai kerangka acuan untuk mewujudkan cita-cita hukum yang merupakan tuntutan masyarakat 

dimaksud terkait dengan   kemandirian hukum dan keadilan, penegakan supremasi  hukum, proses 

peradilan yang cepat, sederhana dan dengan biaya  ringan tanpa meninggalkan faktor transparansi. 
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Di mana Rencana Strategi ini sifatnya fundamental dan perlu mendapat perhatian guna 

perkembangan Hukum dan kondisi masyarakat Kabupaten Buru, kondisi internal dari Pengadilan 

Negeri Namlea Kelas II maupun kondisi perkembangan Hukum dan masyarakat secara nasional 

menuju masyarakat sadar dan patuh hukum. 
 

Selain itu, Rencana Strategis Pengadilan Negeri Namlea Kelas II berisikan kajian kegiatan secara 

sistematik yang terakumulasi dalam tahapan kegiatan tahunan yang terinci dan berkesinambungan 

untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang meliputi: 
 

1. Meningkatkan kualitas dan profesionalitas sumber daya manusia. 

2. Meningkatkan disiplin kerja sesuai SOP 

3. Peningkatan penyelesaian perkara. 

4. Pembenahan manajemen administrasi perkara. 

5. Peningkatan pengawasan baik struktur maupun fungsional. 

6. Pembentukan lingkungan kerja yang aman, nyaman, asri dan suasana kerja yang optimis. 

7. Pemberian akses yang luas  dan bertanggung jawab sebagai kontrol dan koreksi kinerja. 

8. Pemberdayaan sarana dan prasarana teknologi informatika secara maksimal yang ditujukan 

untuk peningkatan kualitas kerja, dengan demikian terciptalah pelayanan publik yang maksimal. 
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A. KEADAAN PERKARA DI PERADILAN UMUM 

Sesuai dengan tugas pokok Pengadilan Negeri Namlea yakni menerima, memeriksa, mengadili 

dan menyelesaikan perkara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 

tentang Peradilan Umum, maka selama tahun 2022 baik Perkara Pidana, Perkara Perdata yang 

diproses di Pengadilan Negeri Namlea Kelas II dapat dilaporkan sebagai berikut :  

 

 Keadaan Perkara Tingkat Pertama 

No. Klasifikasi 
Sisa Perkara 

2022 

Perkara 

Masuk 

Perkara 

Putus 

Sisa 

Perkara 
Keterangan 

1 Pidana Umum 1 53 54 1 

Perkara Masuk, 
Putus, Sisa di 
Tahun 2022 : 

1 Perkara 

2 Pidana Anak - 1 1 - - 

3 Perdata Gugatan - 3 8 - - 

4 
Perdata Gugatan 

Sederhana 
- - - - - 

5 
Perdata 

Permohonan 
- 12 12 - - 

 

 

 

 

 

 

 

PENGELOLAAN PERKARA 
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 Keadaan Perkara Tingkat Banding 

No. Klasifikasi Pengajuan Putus 
Sisa 

Perkara 
Keterangan 

1 Pidana Umum 5 5 - - 

2 Pidana Anak - - - - 

3 Perdata Gugatan 3 3 - - 

4 Perdata Gugatan Sederhana - - - - 

5 Perdata Permohonan - - - - 

 

 Keadaan Perkara Tingkat Kasasi 

No. Klasifikasi Pengajuan Putus 
Sisa 

Perkara 
Keterangan 

1 Pidana Umum 4 - - - 

2 Pidana Anak - - - - 

3 Perdata Gugatan 3 - - - 

4 Perdata Gugatan Sederhana - - - - 

5 Perdata Permohonan - - - - 

 

 Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali 

No. Klasifikasi Pengajuan Putus 
Sisa 

Perkara 
Keterangan 

1 Pidana Biasa - - - - 

2 Pidana Anak - - - - 

3 Perdata Gugatan - - - - 

4 Perdata Gugatan Sederhana - - - - 

6 Perdata Permohonan - - - - 
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B. PENYELESAIAN PERKARA 
 

 Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus 

No. Klasifikasi Sisa Tahun Lalu Putus Keterangan 

1 Pidana Umum 1 54 - 

2 Pidana Anak - 1 - 

3 Perdata Gugatan - 7 - 

4 Perdata Gugatan Sederhana - - - 

5 Perdata Permohonan - 12 - 

 

 Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu 

 

 Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK 

No. Klasifikasi 
Perkara 

Banding 

Perkara 

Kasasi 

Perkara 

PK 
Ket. 

1 Pidana Umum 50 51 55 - 

2 Pidana Anak 1 1 1 - 

3 Perdata Gugatan 5 5 8 - 

4 
Perdata Gugatan 

Sederhana 
- - - - 

5 Perdata Permohonan 12 12 12 - 

 

 

 

No. Klasifikasi 
Perkara Selesai (Telah 

Minutasi) 
Perkara Aktif (Belum 

Minutasi) 
<= 5 Bulan > 5 Bulan <= 5 Bulan > 5 Bulan 

1 Pidana Biasa 54 - - - 

2 Pidana Anak 1 - - - 

3 Perdata Gugatan 7 - - - 

4 Perdata Gugatan Sederhana - - - - 

5 Perdata Permohonan 12 - - - 
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 Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil di Mediasi 

No. Perkara Masuk Mediasi 
Berhasil 

Mediasi Tidak 
Berhasil 

Keterangan 

1 - - - - 

 

 Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil di Diversi 

No. Perkara Masuk Diversi 
Berhasil 

Diversi Tidak 
Berhasil 

Keterangan 

1 - - - - 

 

C. AKREDITASI PENJAMIN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN) 
 

Guna mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung melalui 

peningkatan kualitas pelayanan Pengadilan dengan mendorong optimalisasi kemampuan dan 

efektifitas sumber daya manusia pada lembaga peradilan,  maka Pengadilan Negeri Namlea Kelas 

II berupaya melakukan perbaikan pelayanan baik ke dalam maupun ke luar. 

Dengan dibentuknya Tim Akreditasi Penjamin Mutu (TAPM) Pengadilan Negeri Namlea 

Kelas II berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Kelas II Nomor 

12/KPN.Nla/SK/1/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Susunan  Tim Akreditasi Penjamin Mutu 

pada Pengadilan Negeri Namlea Kelas II dan direvisi dengan nomor 47/KPN.Nla/SK/7/2020 

tanggal 2 Juli 2020,  maka dimulailah rangkaian panjang pembenahan baik itu fisik bangunan, 

tata kerja, dokumentasi maupun budaya kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Namlea Kelas II. 

Hal ini dilakukan bukan semata demi mempertahankan Akreditasi dari Dirjen Badan Peradilan 

Umum tetapi disadari bahwa semua itu demi kemajuan dunia peradilan melalui peningkatan 

pelayanan masyarakat yang prima tanpa meninggalkan sisi transparansi. 

Beberapa pembenahan yang dilakukan secara berkesinambungan di Pengadilan Negeri 

Namlea Kelas II dapat disampaikan sebagai berikut : 

 Penekanan pada kebersihan sarana dan prasarana kantor tiap saat; 

 Pembenahan Ruang Arsip; 

 Pembenahan Ruang Mediasi; 

 Pembenahan Meja PTSP dan Pojok e-Court; 
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 Pembenahan Register Perkara 

 Pembenahan Ruang Tunggu Pengunjung Sidang dan tamu di pengadilan; 

 Pengecekan dan pembenahan dokumentasi tiap bidang/ bagian; 

 

Dalam tahun 2022 telah dilaksanakan Audit Eksternal Akreditasi Penjaminan Mutu oleh Tim 

dari Pengadilan Tinggi Ambon yaitu pada tanmggal 12-13 Juli melakukan pengawasan dan 

evaluasi terhadap administrasi umum maupun perkara yang berdampak pada semakin baiknya 

sistem administrasi maupun pelayanan yang dapat diberikan Pengadilan Negeri Namlea Kelas II 

kepada stake holdernya/ masyarakat.    

Pengawasan Eksternal yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Namlea berupa 

pengawasan melekat (Wasmat)  pada Lembaga Pemasyarakatan Klas III Namlea sebanyak 2 (dua) 

kali.           

 

- Posbakum (Alokasi dan Realisasi Anggaran) 

Guna menjamin hak setiap warga negara setara dan berkeadilan di hadapan hukum, 

maka penerapan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Namlea Kelas II tetap 

menjadi salah satu prioritas utama, dengan berdasarkan MoU antara Pengadilan Negeri 

Namlea Kelas II dan Advokat Nomor: 01/PPK-PN.NLA/KS.00/1/2022 tanggal 14 Januari 

2022. 

No. Bulan 
Klasifikasi 
Perkara 

Jenis Layanan Jumlah Ket. 

1 Januari 
Pidana 

 
Perdata 

Pendampingan di 
Persidangan 

 
Pendampingan di Penyidikan 

3 
 

0 
 

2 Februari 
Pidana 

 
Perdata 

Pendampingan di 
Persidangan 

Pendampingan 
 Di Penyidikan 

7 
 

0 
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3 Maret 

Pidana 
 
 

Perdata 

Pendampingan di 
Persidangan 

 
Pendampingan 
 di Penyidikan 

3 

 
 

2 

 

4 April Pidana 

Pendampingan di 
Persidangan 

 
Pendampingan di 

PENYIDIKAN 
 

3 
 
 

1 

 

5 Mei Pidana 

Pendampingan di 
Persidangan 

Pendampingan 
 di Penyidikan 

10 
 

0 
 

6 
Juni 

  
Pidana 

Pendampingan di 
Persidangan 

Pendampingan 
 di Penyidikan 

 

7 
 

2 
 

7 Juli Pidana 

Pendampingan di 
Persidangan 

 

Pendampingan 
 di Penyidikan 

1 
 
 

1 

 

8  Agustus Pidana 

Pendampingan di 
Persidangan 

Pendampingan 
 di Penyidikan 

5 
 

3 
 

9 September Pidana 

Pendampingan di 
Persidangan  

Pendampingan  
di Penyidikan 

 

7 
 

1 
 

 

10 Oktober Pidana 

Pendampingan di 
Persidangan 

Pendampingan 
 di Penyidikan  

 

5 
 

2 
 

11 November Pidana 

Pendampingan di 
Persidangan 

Pendampingan  
di Penyidikan 

6 
 

0 
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12 Desember Pidana 

Pendampingan di 
Persidangan 

Pendampingan  
di Penyidikan 

1 
 

0 
 

TOTAL 70  

- Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk Layanan Posbakum adalah sebagai berikut : 

- Alokasi Anggaran :  Rp. 24,000,000,- 

- Realisasi  :  Rp. 24,000,000,- 

- Sidang Keliling 

Selama tahun 2022 Pengadilan Negeri Namlea tidak melaksanakan Sidang Keliling. 
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Untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia 

sangat menentukan sehingga perlu dipacu dan didorong lewat pendidikan dan pelatihan secara 

simultan. 

Sumber Daya Manusia yang ada pada Pengadilan Negeri Namlea Kelas II pada akhir tahun 

2022 sebanyak : 5 (Lima) orang Hakim, 19 (Sembilan Belas) orang pegawai, 10 (sepuluh) orang 

tenaga honorer. 

Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial 

Komposisi Sumber Daya Manusia Yudisial yang bertanggung jawab di Bidang Teknis Yudisial di 

Pengadilan Negeri Namlea Kelas II dapat dilihat pada tabel berikut: 
 

Tabel.3.1. Komposisi Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial 

NO TENAGA TEKNIS PANGKAT/GOL KETERANGAN 

1 Ketua :     

Zamzam Ilmi, S.H IV/a   

2 Wakil Ketua :     

- -   

3 Hakim :   
Erfan Afandi, S.H 
M. Akbar Hanafi, S.H 
Fandi Abdilah, S.H 
Evander R. Butar-Butar, S.H., MH 

III/b 
III/b 
III/b 
III/b 

 

4 Panitera :   

Florence Chrisberk Hutubessy, SH III/d  

6 
Panitera Muda Perdata : 
Muhamad Zulkarnaen Tamher, S.Kom, S.H 

 
III/d 

 
 

Staf : Ihsan Nurjaman, A.Md 
Staf : Rizqi Maarif N., A.Md 
Staf : Melinda Tenriola, S.H 

 
II/c 
II/c 
III/a 

 

 
 

7 Panitera Muda Pidana :     

Etly Jantje Lessil, S.H III/c   

 

SUMBER DAYA MANUSIA 
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8 Panitera Muda Hukum :     

Ashari Marasabessy, S.H 
Staf: Stevanus Elisa Sagala, SH 

III/c 
III/a 

  

 

9 Panitera Pengganti :     

  

-  Alfredo Titaheluw, S.H 
- Wilhem Supusepa, SH 
- Wahyu Timur, S.H., M.H 
- Amir Hamid, S.H 

III/c 
III/a 
III/b 
III/a 

 

  

10 Jurusita/ JSP :     

  
- Zamri Sampalu, S.H (JS) 
 
- Priansa Eka Setiawan, S.H (JSP) 

III/a 
 

III/a 

Diperbantukan di 
Kepaniteraan Perdata 
 
Diperbantukan di 
Kepaniteraan Pidana 

 

Komposisi tenaga teknis yudisial Pengadilan Negeri Namlea Kelas II berdasarkan pangkat/golongan ruang 

sebagai berikut : 

 Pembina  (IV/a) : 1 orang 

 Penata   Tk. I (III/d) : 2 orang 

 Penata     (III/c) : 3 orang 

 Penata  Muda Tk. I (III/b) : 5 orang 

 Penata Muda (III/a) : 6 orang 

 Pengatur (II/c) : 2 orang 

Komposisi tenaga teknis yudisial Pengadilan Negeri Namlea Kelas II berdasarkan tingkat Pendidikan 

sebagai berikut  : 

 Magister (S2) : 2 orang 

 Sarjana (S1) : : 15 orang 

 D3 : 2 orang 

 SLTA : - orang 
 

Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial 

Tenaga Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial yang mendukung pelaksanaan administrasi di 

Pengadilan Negeri Namlea Kelas II dapat dilihat pada tabel berikut : 
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Tabel 3.2.  Komposisi Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial 

NO TENAGA NON TEKNIS PANGKAT/GOL KETERANGAN

1  Sekretaris :

Yonri Coosyan Batoek, S.Kom III/d

2
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan 

Pelaporan :

Meidiyanto, SE, SH III/d

3 Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organiasi dan Tata Laksana :

Nike Gaspersz, S.AP III/c

4 Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan :
Agli Samallo, SH III/c
Staf : Hendro Maulana, SH III/a

 Komposisi sumber daya manusia non teknis Yudisial Pengadilan Negeri Namlea Kelas II 

berdasarkan kepangkatan/golongan ruang sebagai berikut : 

 Penata Tk. I (III/d) : 2 orang 

 Penata (III/c) : 2 orang  

 Penata Muda Tk I (III/b) : - orang 

 Penata Muda (III/a) : 1 orang 
 

 

 

Komposisi sumber daya manusia non teknis yudisial Pengadilan Negeri Namlea Kelas II berdasarkan 

tingkat pendidikan sebagai berikut  : 

 Sarjana (S1) : 5 orang 
 

- Rekruitmen  

 Pada tanggal 1 Maret Tahun 2022 Pengadilan Negeri Namlea mendapatkan tenaga Calon 

Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebanyak 2 orang, diantaranya Melinda Tenriola, SH sebagai Tenaga 

Analis Perkara Peradilan (APP) dan Rizqi Ma’arif Nursukamto, A.Md sebagai Pengelola Perkara. 
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 Mutasi Keluar Tahun 2022 

 Pada Tanggal 2 Februari tahun 2022 pak Yogi Rachmawan, SH., MH mutasi sebagai Hakim 

Pengadilan Negeri Denpasar Klas IA. 

Pemutasian (alih tempat dan alih tugas) dilaksanakan untuk kepentingan dinas, maupun atas 

pertimbangan pribadi/keluarga. Mutasi dalam arti peralihan tugas diadakan untuk memberikan 

pengalaman regional maupun nasional.  

Mutasi Masuk Tahun 2022 Pengadilan Negeri Namlea : 

- Mutasi bapak Amir Hamid, S.H. dari Pengadilan TInggi Ambon menjadi Panitera Pengganti pada 

Pengadilan Negeri Namlea Kelas II pada tanggal 6 Desember 2022. 

- Promosi 

Selain itu mutasi diartikan pula sebagai promosi yang dilaksanakan dengan memperhatikan 

kemampuan dan kecakapan kerja, disiplin kerja, kesetiaan, pengalaman, kejujuran serta syarat-

syarat obyektif lainnya sesuai Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Daftar Urut Senioritas (DUS). 

  Untuk itu,  Pengadilan Negeri Namlea selama tahun 2022, promosi yang terjadi adalah sebagai 

berikut : 

- PELANTIKAN   DALAM TAHUN 2022 

- Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan 2 (dua) orang Panitera Pengganti atas 

nama Wahyu TImur, SH, MH. dan Amir Hamid, SH. pada tanggal 6 Desember 2022 dan  

Jurusita Pengganti an. Bapak Priansa Eka Setiawan, SH. 

- Pensiun 

- Diklat  

- Pelatihan Champion Meeting Court Exellence Training Pusdiklat Manajemen dan 

Kepemimpinan MARI TA 2022 yang diikuti oleh Evander Reland R. Butar-butar, S.H.,M.H 

tanggal 13-17 Januari 2022. 

- Pelatihan berkelanjutan bagi hakim tingkat pertama (CJE-1) peradilan Umum oleh Evander 

Reland R. Butar-butar, S.H.,M.H tanggal 1-14 Maret 2022 
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- Pelatihan singkat panitera pengganti oleh : 

1. Florenca C. Hutubessy, SH  (Panitera). 

2. M. Zulkarnaen Tamher, S.Kom, S.H  (Panitera Muda Hukum) 

3. Etly J. Lessil, SH  (Panitera Muda Perdata) 

4. Ashari Marasabessy, SH  (Panitera Muda Pidana) 

5. Alfredo S. Titaheluw, SH  (Panitera Pengganti) 

6. Wilhem E. Supusepa, SH  (Panitera Pengganti) 

pada tanggal 17-19 Mei 2022 

- Diklat mengenai mengikuti tes TOEFL oleh Fandi Abdilah, S.H pada tanggal 31 Maret 2022. 

- Pelatihan ECSCS Preparation Test Batch 1 dan 2 secara Online oleh Nike Gaspersz, S.Ap pada 

tanggal 14-22 April 2022. 

- Pelatihan Teknis Yudisial Eksekusi oleh Zamzam Ilmi, SH (Ketua) dan Florenca C. Hutubessy, 

SH (Panitera) pada tanggal 10-13 Oktober 2022. 

 

- Bimbingan Teknis/ Sosialisasi 

- Bimbingan Teknis Kepaniteraan Tahun Anggaran 2022 di The Natsepa Resort and Conference 

Center Ambon oleh : 

1. Etly J. Lessil, SH (Panitera Muda Perdata) 

2. Alfredo S. Titaheluw, SH (Panitera Pengganti) 

3. Wilhem E. SUpusepa, SH (Panitera Pengganti) 

4. Zamri Sampalu, SH (Jurusita) 

pada tanggal 23-25 Mei 2022. 

- Bimbingan Teknis Kesekretariatan Tahun Anggaran 2022 di The Natsepa Resort and 

Conference Center Ambon oleh yang diikuti yaitu : Yonri C. Batoek, S.Kom (Sekretaris PN 

Namlea) dan Meidiyanto, S.E (Kasubbag PTIP) pada tanggal 21-23 Juli 2022. 

- Sosialisasi dan implementasi aplikasi e-Berpadu pada Aparat Penegak Hukum (APH) yakni 

Kejaksaan Negeri Buru, Kepolisian Resort Buru dan Lembaga Pemasyarakatan Masyarakat 

Namlea diikuti oleh : 

1. Zamzam Ilmi, SH  (Wakil Ketua) 

2. Erfan Afandi, SH  (Hakim) 

3. Florenca C. Hutubessy, SH  (Panitera) 

4. Meidiyanto, SE, SH  (Kasubag PTIP) 

5. Etly J. Lessil, SH  (Panitera Muda Pidana) 

6. Priansa E. Setiawan, SH  (Staf Pidana) 

7. R. Mirza Abdul Aziz, S.Kom  (PPNPN) 

Pada tanggal 13-16 Juni 2022. 
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A. Pengelolaan Keuangan 

Secara umum, pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Namlea Kelas II mengelola 2 (dua) DIPA yang 

terinci dalam 3 (tiga) program yaitu : 
 

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Mahkamah Agung  (Non Teknis), 

dengan anggaran sebesar Rp. 3.831.999.000,- (Tiga milyar delapan ratus tiga puluh satu juta 

Sembilan ratus Sembilan puluh sembilan ribu rupiah). 

 

PENGELOLAAN KEUANGAN,  

SARANA dan PRASARANA,  

dan TEKNOLOGI INFORMASI 
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2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung (Non Teknis), dengan 

alokasi anggaran sebesar Rp. 13.184.978,- (tiga belas milyar seratus delapan puluh empat juta 

Sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah). 

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (Teknis), dengan anggaran sebesar                      

Rp. 51.950.000,- (Lima puluh satu juta dua sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). 

 

Adapun pengelolaan anggaran pada kedua DIPA tersebut dapat dijelaskan berdasarkan jenis 

belanjanya adalah sebagai berikut : 

 

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Mahkamah Agung (Non Teknis) 
 

Belanja Pegawai 

Pagu (Revisi Desmber 2022) 

MAK URAIAN PAGU (Rp.) 

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 966,336,000 

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 17,000 

511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 69,682,000 

511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 25,071,000 

511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 26,230,000 

511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 824,650,000 

511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 95,728,000 

511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 64,941,000 

511129 Belanja Uang Makan PNS 193,951,000 

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 20,150,000 

511157 Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim 160,800,000 

JUMLAH 2,447,556,000 

  
 

 

Realisasi 
 

MAK URAIAN PAGU (Rp) 
REALISASI 

SISA DANA 
Rp % 

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 966,336,000 920,041,560 95.21 46,294,440 
511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 17,000 15,274 89.85 1,726 
511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS 69,682,000 65,878,220 94.54 3,803,780 
511122 Belanja Tunjangan Anak PNS 25,071,000 23,584,306 94.07 1,486,694 
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511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS 26,230,000 24,710,000 94.21 1,520,000 
511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS 824,650,000 785,480,000 95.25 39,170,000 
511125 Belanja Tunjangan PPh PNS 95,728,000 89,279,395 93.26 6,448,605 
511126 Belanja Tunjangan Beras PNS 64,941,000 63,584,760 97.91 1,356,240 
511129 Belanja Uang Makan PNS 193,951,000 178,405,000 91.98 15,546,000 
511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 20,150,000 16,165,000 80.22 3,985,000 
511157 Belanja Tunjangan Kemahalan 

Hakim 
160,800,000 

148,8000,000 92.54 12,000,000 

Total 2,447,556,000 2,315,943,515 94.62 131,612,485 

 
 
Belanja Barang 

Pagu (Revisi Desember 2022) 

MAK URAIAN PAGU (Rp)

521119 Belanja Barang Operasional lainnya                        21.795.000 

521811 Belanja Persediaan Barang Konsumsi                        40.000.000 

521111 Belanja Keperluan Perkantoran                      323.739.000 

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat                          7.200.000 

522111 Belanja Langganan Listrik                      253.614.000 

522112 Belanja Langganan Telepon                             300.000 

522113 Belanja Langganan Air                          2.700.000 

523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan                        70.440.000 

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                        74.320.000 

521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja                        49.200.000 

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya                        20.040.000 

522141 Belanja Sewa Rumah Dinas Hakim                      115.290.000 

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya                        20.040.000 

524111 Belanja Perjalanan ke KPPN/ Kanwil                        18.640.000 

524111 Belanja Perjalanan Biasa Ke Tk. Banding/ Pusat                      140.360.000 

521131 Belanja Barang Operasional - Penanganan Covid-19                          9.000.000 

                                         - 

              1.166.678.000 J u m l a h  
 
 

 
Realisasi 
 

MAK URAIAN PAGU (Rp) REALISASI  SISA DANA 

   Rp %  

521119 Belanja Barang Operasional lainnya 21,795,000  21,794,800 100 200 

521811 Belanja Persediaan Barang Konsumsi 40,000,000 40,000,000 100 - 

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 323,739,000 323,738,300 100 700 

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 7,200,000 7,200,000 100 - 

522111 Belanja Langganan Listrik 253,614,000 247,074,407 97.42 6,539,593 

522112 Belanja Langganan Telepon 300,000 0 0 300,000 
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522113 Belanja Langganan Air 2,700,000 2,699,200 99.97 800 

523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 70,440,000 70,440,000 100 - 

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 74,320,000 74,187,870 99.82 132,130 

521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 49,200,000 41,000,000 83.33 8,200,000 

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 20,040,000 20,031,600 99.96 8,400 

522141 Belanja Sewa Rumah DInas Hakim 115,290,000 115,290,000 100 - 

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 20,040,000 20,031,600 99.96 8,400 

524111 Belanja Perjalanan Ke KPPN/ Kanwil 18,640,000 18,640,000 100 - 

524111 Belanja Perjalanan Ke Tk. Banding/ Pusat 140,360,000 140,359,929 100 71 

521131 Belanja Barang Operasional Penanganan Covid 9,000,000 8,994,000 99.93 6000 

J u m l a h  1,166,678,000 1,151,482,406 98,69 15,195,594 

 
 

B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana 

Pengelolaan Administrasi 

 Pengelolaan Administrasi yang menjadi Tugas Pokok Sub Bagian Umum dan Keuangan meliputi:  

1. Administrasi Tata Persuratan, 

2. Administrasi Perlengkapan, 

3. Administrasi Perencanaan, 

4. Kerumahtanggaan. 

 

1. Administrasi Tata Persuratan 

a. Surat Masuk 

Yang dimaksud surat masuk adalah semua surat-surat dinas (termasuk surat permohonan 

perpanjangan penahanan / ijin penggeledahan, ijin penyitaan) yang ditujukan ke 

Pengadilan Negeri Namlea dan diterima pada Sub Bagian Umum dan Keuangan sebanyak 

462 surat. 

b. Pengelolaan Surat Masuk 

 Surat yang diterima diberikan tanda terima dan diagendakan pada buku agenda surat 

masuk, diberikan nomor dan lembar disposisi, diteliti oleh Kepala Sub Bagian Umum 

Keuangan lalu diparaf diserahkan ke Sekretaris dan diparaf dan diteruskan kepada 

Ketua Pengadilan Negeri Namlea Kelas II atau Wakil ketua Pengadilan Negeri Namlea 

Kelas II atau Pelaksana harian Ketua Pengadilan Negeri Namlea Kelas II; 
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 Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Negeri Namlea Kelas II mendisposisi surat tersebut, 

diselesaikan pada hari itu juga (kecuali Ketua / Wakil dinas luar); 

 Surat kembali ke Panitera / Sekretaris untuk didisposisi. 

 Surat didistribusikan sesuai disposisi oleh Panitera / Sekretaris diselesaikan pada hari 

itu juga;  

 Surat yang didistribusikan selama tahun 2022 sebanyak 462 surat dengan perincian 

sebagai berikut:   
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462 44 222 19 20 48 72 37 

 

 Surat yang memerlukan Jawaban / tanggapan, masing-masing telah dijawab / 

ditanggapi oleh bagian yang berwenang. 

c. Pengelolaan Surat Keluar 

 Surat diagenda dalam buku agenda surat keluar, diberi nomor sesuai kode surat dan 

tanggal pada hari dan tanggal tersebut. 1 (satu) lembar surat ditinggal pada Sub Bagian 

Umum dan Keuangan sebagai arsip sebanyak 1040 Surat 

 Pengiriman surat dilakukan melalui pos dan dilaksanakan setiap hari, sedangkan surat-

surat yang sangat mendesak / penting dikirim hari itu juga melalui kurir. 

2. Administrasi Perlengkapan  

 Pencatatan aset / barang milik negara, dan setiap ada kegiatan pengadaan barang/jasa 

setelah adanya penyerahan/laporan dari KPA dan telah adanya SP2D dan SPM dilakukan 

pencatatan/penginputan kedalam Aplikasi SIMAK/BMN. 

 Pencatatan Barang-barang Persediaan (ATK). 

 Pemberian Nomor Urut Pendaftaran (NUP) BMN. 

 Pembuatan Daftar Barang Ruangan (DBR) yang berlaku selama 1 tahun. 
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 Pembuatan Kartu Inventaris Barang (KIB) untuk Aset Tanah, Gedung dan Bangunan, dan Alat 

Angkutan. 

 Pembuatan laporan Neraca (SIMAK BMN) ke Sub Bagian Umum dan Keuangan dilaksanakan 

dilaporkan setiap akhir bulan. 

 Membuat Laporan Barang Milik Negara setiap Semester ke Instansi terkait. 

 Setiap semester melakukan rekonsiliasi ke KPKNL. 

 Pendataan Barang Inventaris yang telah rusak dan sudah tidak bisa dipakai untuk diusulkan 

penghapusan. 

 Perpanjangan pajak kendaraan operasional roda 2 (dua) dan roda 4 (empat). 

 Perbaikan dan perawatan kendaraan operasional roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) yang 

masih bisa diperbaiki dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. 

 Perawatan dan pemeliharaan gedung kantor secara periodik sesuai dengan kebutuhan. 

 Perawatan AC dan Komputer setiap 3 (tiga) bulan, dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. 

 Perbaikan dan perawatan meubelair yang masih bisa diperbaiki dilaksanakan sesuai dengan 

kebutuhan. 

 

3. Administrasi Perencanaan 
 

 Menghimpun data kebutuhan ATK dan sarana penunjang kerja dari Ketua, Wakil Ketua, 

Hakim, Panitera, Sekretaris, Kepaniteraan dan Kesekretariatan tahun yang akan datang,  

 Menyusun Rencana Kerja Tahunan yang berhubungan dengan sarana dan prasarana 

 Menyusun rencana kerja dan program kerja sub bagian umum setiap awal tahun 

 

 

4. Kerumahtanggaan 
 

Pelaksanaan tugas kerumahtanggaan dibedakan dalam 3 (tiga) kegiatan yaitu Pengelolaan 

Perawatan / Pemeliharaan Sarana Gedung Kantor, Pengamanan dan Kebersihan Lingkungan 

Kantor. 
 

a. Perawatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 

a. Perawatan dan pemeliharaan gedung sesuai dengan kebutuhan dilaksanakan oleh 

bagian umum dan keuangan atau pihak ketiga sesuai kebutuhan. 



 

25 

 

b. Perawatan dan pemeliharaan barang inventaris kantor, setiap 3 (tiga) bulan sekali 

oleh bagian umum dan keuangan atau pihak ketiga sesuai kebutuhan. 

 

b. Keamanan 

 Menyusun Uraian Tugas serta jadwal Satuan Pengamanan setiap tahunnya. 

 Melakukan pertemuan dalam rangka evaluasi pelaksanaan tugas dengan Staf sub 

Bagian Umum dan Keuangan dan Tenaga Satuan Pengamanan setiap akhir bulan. 

 Melakukan pengontrolan Lingkungan Kantor setiap 2 (dua) jam sekali setiap hari 

dilaksanakan oleh Petugas Pengamanan dan Staf Sub Bagian Umum. 

 Melakukan Koordinasi dengan aparatur keamanan terkait (POLRES, POLSEK, KODIM) 

apabila diperlukan. 

 Mengarahkan semua tamu untuk melapor ke piket. 

 Melakukan pengontrolan semua ruangan kerja setelah jam kerja, mematikan AC, 

Listrik dan Komputer yang masih menyala dan mengunci pintu yang belum terkunci 

dilaksanakan oleh Satuan Pengamanan. 

 Menyalakan lampu dimalam hari diluar ruangan seperlunya dilaksanakan oleh 

Petugas Keamanan. 

 Mencatat dalam buku bagi pegawai atau pihak luar yang melaksanakan kegiatan di 

lingkungan kantor diluar jam kerja, diselesaikan sesuai dengan keperluan. 

 

c. Kebersihan 

 Menyusun Uraian Tugas Petugas Kebersihan dan penanggung jawab Petugas 

kebersihan (Pramubakti). 

 Mengontrol pelaksanaan tugas sesuai dengan Uraian tugas tersebut; 

 

Disamping tugas-tugas tersebut di atas Sub Bagian Umum dan Keuangan juga bertugas dan 

bertanggung jawab terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan kantor dalam rangka 

menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam memberikan pelayanan prima kepada 

pencari keadilan. 
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B.  Pengelolaan sarana dan prasarana Peradilan 

1.  Sarana dan Prasarana Gedung dan Bangunan 

a. Pengadaan 

Dalam tahun 2022, Pengadilan Negeri Namlea memperoleh Anggaran Fisik/Konstruksi 

dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2,610,177,000 untuk Pembangunan Sarana Lingkungan 

Gedung Kantor Pengadilan Negeri Namlea Tahap I, anggaran konsultan perencanaan 

sebesar Rp. 99,924,000, anggaran konsultan pengawasan dengan nilai kontrak sebesar Rp. 

89,979,000, kemudian TPP Pengelola Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 50,000,000. 

Pemeliharaan 

Dalam tahun 2021 telah dilakukan pemeliharaan atas sarana dan prasarana gedung  baik itu 

yang bersumber dari belanja barang dengan perincian sebagai berikut  : 

Perawatan gedung dan halaman kantor Pengadilan Negeri Namlea Kelas II senilai                    

Rp. 145.500.000. 

b. Penghapusan 

Dalam tahun 2022, tidak terdapat Penghapusan terhadap aset berupa Gedung dan 

Bangunan yang dikelola/digunakan oleh Pengadilan Negeri Namlea. 

 

Tampak Depan 
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Tampak Kanan 

 

 

Tampak Kiri 
 

 

2. Sarana dan prasarana Fasilitas Kantor. 

a.   Pengadaan 

Terdapat pengadaan sarana dan prasarana fasilitas kantor dalam tahun 2022 yang tercakup 

dalam 1 (satu) sub komponen Layanan Internal dapat dijelaskan sebagai berikut : 

 Dalam tahun 2022 terdapat pengadaan transportasi sebanyak 2 unit 

 Printer 10 unit. 

 Laptop sebanyak 8 buah. 

Dalam tahun 2022 telah diadakan pembelian barang berdasarkan sisa aggaran sebesar Rp. 

115,000,000 
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 Sewa Berupa 5 Unit Rumah Dinas untuk Hakim 

 Sewa Berupa Mobil Expander Ultimate Tahun 2021 dari DIPA Mahkamah Agung RI. 

 Dan Sewa Mesin Fotocopy Merk Lexmark dari DIPA Pengadilan Tinggi Ambon. 

b.      Pemeliharaan 

Dalam tahun 2022 telah dilakukan pemeliharaan atas sarana dan prasarana fasilitas gedung 

yang bersumber dari belanja barang dengan perincian sebagai berikut  : 

-  Pemeliharaan inventaris kantor termasuk perawatan kendaraan dinas roda empat dan 

roda dua senilai Rp. 42.800.000 

c.  Penghapusan.  

Tidak dapat penghapusan aset tahun 2022 pada Pengadilan Negeri Namlea. 

 

Selengkapnya mengenai keadaan sarana dan prasarana fasilitas gedung Pengadilan Negeri Namlea 

Kelas II per 31 Desember 2022 beserta mutasi selama tahun 2021 dapat kami uraikan sebagai 

berikut  : 

    

Keadan Aset Peralatan dan Mesin pada Pengadilan Negeri Namlea Kelas II Tahun 2020 
  

Keadaan Aset Peralatan dan Mesin Pengadilan Negeri Namlea Kelas II per 31 Desember 2021 adalah 

sebagai berikut  :  

 

Jenis Transaksi: Pembelian 

Kuantitas Satuan  Nilai (Rp) 

132111

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Unit                      43.500.000 

0                   43.500.000 

Kode Uraian
31 Desember 2022

PERALATAN DAN MESIN

JUMLAH
 

 
Jenis Transaksi: Transfer Masuk 

Kode Uraian 
31 Desember 2022 

Kuantitas Satuan  Nilai (Rp)  

132111 PERALATAN DAN MESIN 

 nihil   nihil 

JUMLAH    nihil 
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C. Pengelolaan Teknologi Informasi 

- Implementasi E-Court 

Sejak digulirkannya kebijakan untuk mempermudah pelayanan terutama di Kepaniteraan dan 

Masyarakat, maka sejak Desember 2019 telah diuji-coba pelaksanaan e-Court sebagai sarana 

pendaftaran. 

 

- Implementasi SIPP 

Guna menunjang proses peradilan yang lebih modern, efektif, efisien, low-cost, akuntabel dan 

transparan maka Pengadilan Negeri Namlea Kelas II menerapkan suatu sistem teknologi informasi 

terkini yang diyakini dapat memberikan banyak manfaat guna pemenuhan visi, misi maupun blue 

print Mahkamah Agung RI secara lebih  baik dan terukur.  

Disadari untuk implementasi teknologi informasi memang membutuhkan sumber daya manusia 

yang mumpuni dan sumber dana yang baik, namun kondisi saat ini membuat munculnya kreatifitas 

untuk mengakali kekurangan yang ada menjadi kelebihan yang bisa sama-sama memberikan 

manfaat bagi kelancaran proses peradilan dan terutama demi memberikan pelayanan prima bagi 

para pencari keadilan. 

Pada Pengadilan Negeri Namlea Kelas II dalam tahun 2021 telah dikembangkan teknologi informasi 

berupa : 

 Perbaikan Sistem Jaringan Komunikasi Data lewat kabel maupun Wireless bagi para pegawai 

Pengadilan Negeri Namlea Kelas II; 

 Perbaikan Hotspot untuk diakses pengunjung pada Pengadilan Negeri Namlea Kelas II; 

 Pengaktifan Aplikasi monitoring MIS; 

 Mendukung Meja Informasi dalam ketersediaan Hardware, Software maupun Brainware 

dengan meng-aplikasikan PTSP ++ secara maksimal; 

 Perawatan berkala jaringan komunikasi data, server maupun personal computer; 

 Kecepatan dan kehandalan dalam memberikan saran, solusi maupun memperbaiki berbagai 

kendala menyangkut teknologi informasi; 
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 Pengawasan tertib dan dewasa penggunaan internet melalui pembatasan akses di Mikrotik 

Router;    

 

 

 

 

 

A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU 

Tujuan Akreditasi Penjaminan Mutu ini adalah untuk mewujudkan performa/ kinerja Peradilan 

Indonesia yang unggul/ prima (Indonesia Court Performance Excellent/ ICPE). Upaya penjaminan 

mutu Pengadilan Negeri Namlea dilakukan dengan memperkuat sistem manajemen mutu yang 

mengacu pada sistem yang dikembangkan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum 

yang terdiri dari aspek Leadership, Costumer Focus, Process Management, Strategic Planning, 

Resources Management, Document System dan Performance Result. Dengan sistem penjaminan 

mutu tersebut kemudian ditetapkan standar penjaminan mutu pelayanan. Dalam ranah 

implementasi, sistem penjaminan mutu ruang lingkupnya meliputi proses pelayanan peradilan yang 

meliputi tugas pokok dan fungsi seluruh unit Pengadilan Negeri Namlea. 

 Dokumen dalam penjaminan mutu ini meliputi Manual Mutu, Standar Operasional Prosedur 

(SOP), Surat Keputusan (SK) Ketua Pengadilan, Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (SAKIP), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan dokumen pendukung lainnya. 

 Motto yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Namlea adalah the BEST, Bersih, Egaliter, 

Sederhana dan Transparan. 

Pengadilan Negeri Namlea sudah mendapat penilaian oleh Pengadilan Tinggi Ambon pada bulan 

Oktober Tahun 2020 dan masih menunggu hasil penilaian dari Direktorat Jendral Badan Peradilan 

Umum MA RI. 

 

B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) 

Aspek kepercayaan publik menjadi salah satu indikator penting bagi eksistensi setiap lembaga di 

dalamnya, termasuk Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang berada di bawahnya. Untuk 

 

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK 
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menjaga kepercayaan tersebut, Pengadilan Negeri Namlea berusaha memberikan pelayanan sebaik 

mungkin bagi masyarakat/ publik pengguna layanan di Pengadilan diantaranya Pelayanan terpadu 

satu pintu (PTSP). PTSP menempatkan perwakilan dari bidang Kepaniteraan dan kesekretariatan, 

sehingga mempermudah masyarakat yang mempunyai keperluan di Pengadilan. 

Petugas PTSP Pengadilan Negeri Namlea Tahun 2021 di era pandemic pun sudah menerapkan 

Protokol Kesehatan, dengan Menggunakan Masker, Face Shield, Memakai Sarung Tangan dan sudah 

membuat partisi kaca antara tamu dengan petugas. 

 

 

C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK 

Kios-K untuk mengecek jadwal sidang, membuat surat 

keterangan online dengan aplikasi eraterang, 

mendaftarkan perkara lewat pojok E-Court dan 

menyediakan layanan pembayaran di tempat dengan 

mesin EDC dengan kerjasama dengan pihak Bank. 

Dengan adanya Kios-K ini dapat dijadikan sebagai 

suatu inovasi terbaru bagi Pengadilan Negeri Namlea, 

karena dapat dijadikan sebagai suatu alat dengan multifungsi dan multi guna yang bersentuh langsung 

dengan para pencari keadilan, sehingga masyarakat tidak perlu berhubungan langsung dengan bagian 

kepaniteraan dan dapat secara langsung merasakan implementasi sistem peradilan secara elektronik. 
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Aplikasi Pencatatan Data Saksi (SiPEDAS) merupakan media keterbukaan informasi mengenai data saksi 

yang efektif dan efisien. 

 

 

Layanan Informasi Elektronik Berbasis Whatsapp demi memudahkan para pencari keadilan untuk 

mendapatkan segala informasi pada Pengadilan Negeri Namlea. 

 

 

Sistem Informasi Arsip Kasir (SiARKA) 
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A. INTERNAL 

 

Dalam melaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai Aparatur Negara, maka Pengawasan Internal 

sebagai pengendalian harus terus menerus dilakukan oleh Atasan Langsung terhadap bawahan secara 

preventif maupun represif agar dalam pelaksanaan tugas bawahan dapat berjalan secara efektif dan 

efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pengawasan Atasan Langsung ini paling potensial karena jarak antara obyek dengan subyek 

pengawasan berjarak dekat sehingga setiap gejala ketimpangan akan lebih mudah dan lebih cepat 

terlihat. Dengan demikian tindakan-tindakan pencegahan dan penanggulangan dapat dilakukan secara 

lebih dini dan lebih cepat. 

 

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016, ditegaskan bahwa Tugas 

Pengawasan dan Pembinaan di lingkungan Mahkamah Agung RI. menjadi kewenangan setiap Atasan 

Langsung dalam jenjang structural sebagai konsekuensi logis faktor kedekatan jenjang. 

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengawasan, apabila terjadi hal-hal yang tidak 

sesuai dengan SOP maka akan dikenakan sangsi sesuai dengan peraturan yang berlaku, sementara 

prestasi kerja bawahan pun diberikan penghargaan yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. 

 

Untuk Para Hakim pun diterapkan aturan sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI No. 9 Tahun 2016 

di mana mengatur tentang pengawasan, pembinaan Hakim diikuti hukuman bagi yang tidak disiplin atau 

penghargaan bagi yang berprestasi. 

 

B.    EVALUASI 

Evaluasi terhadap pengawasan internal pada Pengadilan Negeri Namlea Kelas II telah dilaksanakan 

dengan baik oleh setiap pimpinan setiap hari dan oleh Hakim pengawas bidang yang juga berfungsi 

sebagai internal auditor sebagai salah satu komponen utama dari persiapan Akreditasi Penjamin Mutu 

 

PENGAWASAN 
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untuk Tahun 2023 mendatang. Setiap hasil di evaluasi pada Rapat Pimpinan, Rapat Tinjauan Manajemen 

Tim Akreditas Penjamin Mutu Pengadilan Negeri Namlea Kelas II dan Rapat Bulanan yang hasilnya 

dituangkan dalam notulen rapat. 
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A. Kesimpulan 

Pengadilan Negeri Negeri  Namlea Kelas II dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya khusus 

dalam wilayah Hukumnya, telah berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan kepada 

masyarakat pencari keadilan dengan memanfaatkan sumber daya manusia serta sarana dan prasaran 

yang ada. 

Pengawasan internal pada Pengadilan Negeri Negeri Namlea Kelas II telah dilakukan sesuai 

peraturan yang ada secara berjenjang demi menjamin tertibnya administrasi baik administrasi 

Peradilan maupun Administrasi Umum melalui penyampaian laporan tertulis dan lisan dalam Rapat 

yang secara Rutin dilaksanakan setiap bulan yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri 

Namlea Kelas II. Selain itu untuk memperketat pengawasan internal telah ditunjuk Hakim pengawas 

bidang yang juga berfungsi sebagai internal auditor walaupun belum mengikuti pelatihan auditor. 

Secara umum kualitas administrasi perkara dan administrasi umum pada Pengadilan Negeri 

Namlea Kelas II telah diupayakan untuk berjalan semaksimal mungkin, namun masih terdapat 

kekurangan akibat keterbatasan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana penunjang kinerja 

jika dibandingkan dengan volume pekerjaan. 

 Dari laporan yang telah kami paparkan di atas, dapat kami simpulkan bahwa Pengadilan Negeri 

Namlea telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai aturan-aturan yang ada, namun masih 

terkendala dan hambatan berupa minimnya pegawai dan sarana prasarana kantor yang tidak 

menunjang dikarenakan ruangan kerja yang ada sedikit dan sempit. 

 

 

 

 

 

 

P E N U T U P 
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B. Rekomendasi. 
 

1. Dari data kepegawaian, maka dipandang perlu adanya penambahan pegawai pada Pengadilan 

Negeri Namlea Kelas II karena saat ini beban kerja menjadi meningkat dikarenakan kekurangan 

staf/ tenaga yang sesuai dengan bidang kompetensi khusus nya di bagian Kesekretariatan yang 

hanya memiliki 1 Staf untuk 3 bidang. 

 

2. Jika ada formasi penempatan CPNS lagi mohon diperhatikan agar dapat merekrut CPNS yang 

berasal dari wilayah Kabupaten Buru atau Provinsi Maluku, supaya nantinya pegawai negeri sipil 

tersebut tidak meminta mutasi atau pindah tugas ke wilayah lain. 

 

3. Pemberdayaan sumber daya manusia Yudisial maupun non yudisial sangat perlu ditingkatkan 

melalui pendidikan dan pelatihan-pelatihan terpusat mengingat selalu ada perubahan-perubahan 

mendasar yang secara signifikan mempengaruhi kinerja dan harus dilaksanakan secara cepat, 

tepat dan akuntabel serta terkait pula dengan penataan dan pengelolaan pelaporan tingkat satuan 

kerja yang harus dilaksanakan dengan menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas secara baik 

dan benar. 

 
4. Dipandang perlu secara berkala mereviu atau lebih memperhatikan skill maupun kompetensi 

pegawai terutama yang menduduki atau yang diusulkan untuk menduduki struktur organisasi 

karena akan berdampak pada efisiensi kerja antar lini yang terasa sangat menghambat pencapaian 

tugas karena sikap acuh pimpinan bagian atau diduga  lack of competence?  

 
5. Sebagai salah satu Satker Baru, maka kami merasa perlu adanya pembenahan secara 

berkesinambungan berupa penambahan / peremajaan baik infrastruktur maupun fasilitas pada 

Pengadilan Negeri Namlea kelas II agar dapat tetap memacu diri menuju Peradilan Modern yang 

dicita-citakan bersama. Hal tersebut telah kami tuangkan pada RKA K/L setiap tahunnya namun 

sering tidak terpenuhi karena alokasi dana yang terbatas. 
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6. Perlu menjadi perhatian Mahkamah Agung untuk pengadaan Mes Pegawai, karena mengingat 

pegawai Pengadilan Negeri Namlea Kelas II yang berasal dari luar daerah tinggal di rumah 

kontrakan atau kos kosan, yang apabila dibandingkan dengan pendapatan dan kemahalan pada 

Kabupaten Buru (pendapatan kecil, tingkat kemahalan tinggi), dan saat ini Pengadilan Negeri 

Namlea sudah menerima alih status tempat sidang berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris 

Mahkamah Agung Nomor: 516/SEK/SK/VII/2019 tentang Alih Fungsi Pemanfaatan Tanah dana tau 

Bangunan Tempat Sidang (Zitting Plaat) Pengadilan Negeri Ambon menjadi tanah atau Bangunan 

Mess Pengadilan Negeri Namlea tanggal 12 Juli 2019. 

 

 


